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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah. 
Persaingan perbankan dan situasi bisnis di pasar saat ini berubah 
dengan sangat cepat. Kondisi tersebut berhadapan pula dengan sistem pasar 
global dengan tingkat persaingan yang semakin tajam di pasar domestik 
maupun pasar Internasional. Masing-masing bank berlomba untuk menarik 
nasabah yang pada akhirnya nasabah mendapatkan keuntungan dari keadaan 
tersebut, karena itu dunia perbankan tidak mempunyai banyak pilihan kecuali 
meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan daya saing.  
Dalam konteks tersebut perusahaan perbankan secara hasil 
mewujudkan kinerjanya menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap 
menjaga kolektibilitasnya. Kolektibilitas adalah kewajiban yang wajib 
dibayarkan nasabah untuk memenuhi kewajiban pokok dan bunganya. Adapun 
tipe nasabah berdasarkan kolektibilitasnya adalah : lancar, kurang lancar, 
diragukan, dan macet. 
Debitur yang sudah dikategorikan diragukan dan macet perlu perhatian 
khusus dari pihak bank, yang kelanjutannya dapat mengadakan tindakan 
penyelamatan (rescue operation). Penyelamatan kredit bermasalah merupakan 
tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak bank dalam upaya penyelamatan 
kredit nasabah yang bermasalah jika diperkirakan prospek usahanya masih 
baik dengan cara ( 3 R ), Rescheduling, Reconditioning, Restructuring. Pada 
dasarnya suatu jaminan kredit akan di-PUPN-kan apabila tidak ada lagi 
harapan bahwa debitur akan dapat melaksanakan kewajiban dari hasil operasi 
perusahaan. Jadi tindakan PUPN merupakan jalan keluar terakhir untuk 
menyelamatkan kredit bank (Mudrajad Kuncoro 2002:475). 
Sebaliknya jika menurut penilaian bank kegiatan usahanya debitur 
masih dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, maka pihak bank 
idealnya melakukan tindakan penyelamatan. 
Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kondisi perusahaan yang 
kira-kira dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bank untuk menyelamatkan 
serta tindakan penyelamatan apa yang bermanfaat untuk diambil. Hal ini 
memerlukan pengetahuan mengenai kondisi dan sebab-sebab kesulitan debitur 
serta kemungkinan prospek dimasa mendatang. 
Di dalam usaha mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
nasabah dan usaha penenggulangan yang perlu dilakukan pihak bank dapat 
melaksanakan sendiri sebagai suatu Corporate Financial Service sebatas 
kemampuan bank. Apabila diperlukan, bank boleh meminta bantuan 
konsultan. Biayanya dapat dirundingkan, apakah akan dibebankan kepada 
nasabah atau atas tanggungan bank. 
Tindakan penyelamatan hanya dianjurkan dalam hal pemasaran masih 
memungkinkan. Jika tidak, maka penyelamatan kredit bank yang 
diprioritaskan. Setiap tindakan penyelamatan berupa tambahan kredit, 
seyogyanya tetap mempersyaratkan tambahan dana nasabah sendiri (self 
financing) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada PD. BPR DJOKO 
TINGKIR SRAGEN. 
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dilakukanlah penelitian 
dengan judul : ANALISIS PROSEDUR PENYELAMATAN KREDIT 
NASABAH PADA PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN  
B. Rumusan Masalah. 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 
masalah yang diajukan sebagai berikut: 
1. Bagaimana diskripsi profil umum pada PD. BPR DJOKO TINGKIR 
SRAGEN ? 
2. Bagaimana analisis prosedur penyelamatan kredit nasabah pada PD. BPR 
DJOKO TINGKIR SRAGEN ? 
C. Tujuan. 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang diharapkan antara lain:: 
1. Untuk menganalisis gambaran umum tentang PD. BPR DJOKO TINGKIR 
SRAGEN. 
2. Untuk menganalisis prosedur penyelamatan kredit nasabah pada PD. BPR 
DJOKO TINGKIR SRAGEN. 
 
 
D. Manfaat. 
Manfaat yang diharapkan sebagai berikut : 
1. Bagi Akademisi 
a. Menerapkan ilmu pengetahuan di materi kuliah ke dalam aplikasi   dunia 
kerja yang sesungguhnya. 
b.Mengevaluasi dan penyesuaian metode dan materi kuliah agar lebih 
relevan dengan dunia kerja. 
c. Memberikan pelajaran berharga bagi mahasiswa sehingga memiliki 
ketrampilan dan keahlian mengenai dunia kerja. 
2.  Bagi Praktisi dan Instansi 
a. Mengembangkan kemitraan dan kerja sama melalui kegiatan magang kerja 
mahasiswa dan pelatihan kerja. 
b.Membina hubungan kemitraan antara PD. BPR DJOKO TINGKIR dengan 
UNS dalam sarana dan prasarana pendidikan dan program lainnya. 
c. Memberikan informasi dan evaluasi kinerja karyawan dari hasil observasi 
magang kerja mahasiswa. 
3. Bagi Pembaca 
a. Memberikan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan dalam melakukan 
penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
b.Memberikan wawasan tentang kegiatan perbankan di indonesia. 
E. Metode Penelitian. 
1. Ruang Lingkup 
Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan program magang kerja 
mahasiswa pada PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN untuk memperoleh 
data sesusai dengan materi yang ingin di tulis. 
2. Jenis Data 
Data yang dikumpulkan yaitu data tentang diskripsi umum PD. BPR 
DJOKO TINGKIR SRAGEN, klasifikasi jumlah nasabah produk kredit 
berdasarkan jenis kelamin, jenis agunan, jenis pekerjaan, besarnya nilai 
jaminan nasabah dan prosedur penyelamatan kredit nasabah pada PD. BPR 
DJOKO TINGKIR SRAGEN. 
3. Macam Data 
a. Data Primer : 
Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya,diamati dan 
dicatat untuk pertama kalinya. Dalam pengumpulan data ini penulis 
mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung di tempat PD. BPR 
DJOKO TINGKIR SRAGEN. Data yang diperoleh penulis berupa analisis 
prosedur penyelamatan kredit nasabah pada PD. BPR DJOKO TINGKIR 
SRAGEN. 
 
 
b. Data Sekunder: 
Data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. 
Data berasal dari tangan ke dua, ketiga dan seterusnya. Data itu berupa: 
1) Sejarah singkat perkembangan PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN. 
2) Visi Dan Misi  
3) Produk Bank 
4) Struktur Organisasi, dll. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan 
observasi partisipasi serta dengan dokumen. 
a. Wawancara 
Dilakukan dalam bentuk wawancara tanya jawab dengan obyek 
penelitian. Sebagai obyeknya yaitu Divisi Kepala Bagian Kredit, 
khususnya Pos Pelayanan Induk pada PD. BPR DJOKO TINGKIR 
SRAGEN. 
b. Observasi 
Dilakukan dengan cara magang kerja secara langsung pada obyek 
observasi. Sebagai obyek penulisan Tugas Akhir yaitu nasabah kredit dan 
divisi Kepala Bagian Kredit, khususnya Pos Pelayanan Induk pada PD. 
BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN. 
 
c. Studi Pustaka 
Dilakukan dalam bentuk pengumpulan data-data dari berbagai 
sumber literature dan buku  yang berhubungan dengan topik pembahasan 
dalam penulisan ini untuk memperoleh dasar teoritis yang relevan. 
Pedoman wawancara digunakan agar memudahkan penulis 
memfokuskan perhatian dalam pengumpulan data. Sedangkan alat-alat 
pemotret dan pencatat digunakan agar data yang dikumpulkan tidak 
tercecer dan terlupakan. 
5. Metode Analisis 
Metode penelitian deskriptif kualitatif umumnya dilakukan dengan 
tujuan utama, ialah menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik 
objek dan subyek yang diteliti secara tepat. Penelitian deskriptif kualitatif 
merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan, 
menjelaskan dan menginterpretasi objek sesuai dengan faktornya. Di 
samping itu, penelitian deskriptif kualitatif juga merupakan penelitian, 
dimana pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau 
hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang, serta 
melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa 
adanya. 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Kredit  
Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan–tagihan yang dapat 
disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam–meminjam antara 
bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah 
ditetapkan. (Thomas Suyatno 1997:12)  
Menurut Undang–Undang RI No 7 tahun 1992 , pengertian baku 
tentang kredit seperti tercantum dalam pasal 1 butir 12 adalah  penyediaan 
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 
keuntungan  
Sementara itu menurut pengertian umum kata kredit berasal dari 
bahasa Yunani, “Credere” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa 
Latin disebut “Creditum” yang berarti kepercayaaan akan kebenaran.  
Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada 
pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah 
jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang telah 
ditetapkan.  
B. Unsur–Unsur Kredit  
Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa 
unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur–unsur kredit 
menurut Thomas Suyatno (1997:14) adalah :  
1. Kepercayaan  
Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit 
yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) yang diberikannya 
akan benar–benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai 
jangka waktu kredit.  
2. Kesepakatan  
Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur 
kesepakatan antara si pemberi kredit dengan sipenerima kredit. 
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing–
masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing–masing.  
3. Jangka waktu  
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka 
waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 
Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), 
jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 
tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran 
kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu 
jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.  
4. Resiko  
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 
memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian 
suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin 
besar resikonya, demikian pula sebaliknya.  
C. Fungsi Kredit  
Dalam dunia perdagangan kredit mempunyai tujuh fungsi. 
Adapun ketujuh fungsi kredit menurut (Thomas Suyatno 1997:16) sebagai 
berikut :  
1. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari modal/uang  
2. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari suatu barang  
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  
4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam berusaha  
5. Kredit merupakan alat stabilisasi ekonomi  
6. Kredit merupakan jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional  
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional  
 
 
 
 
 
D.  Jenis–Jenis Kredit  
Kredit dapat dibedakan menjadi empat macam menurut (Thomas 
Suyatno 1997 : 25) yaitu :  
1. Dilihat dari segi kegunaan kredit  
a. Kredit investasi  
Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang atau menengah yang 
biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 
proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk 
membangun pabrik atau membeli mesin–mesin.  
b. Kredit Eksploitasi  
Kredit eksploitasi adalah kredit jangka pendek yang diberikan bank 
kepada perusahaan untuk menambah modal kerja perusahaan supaya 
berjalan dengan lancar. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk 
membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya–biaya lainnya yang 
berkaitan dengan proses produksi.  
2. Dilihat dari segi tujuan kredit  
a. Kredit produktif  
Kredit produktif yaitu Kredit yang digunakan untuk peningkatan 
usaha atau memperlancar produksi atau investasi. Sebagai contoh 
kredit untuk mendirikan pabrik yang nantinya akan menghasilkan 
barang.  
 
 
b. Kredit konsumtif  
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam 
kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, 
karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau 
badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil 
pribadi, dan lain-lainnya. 
c. Kredit perdagangan  
Adalah kredit yang diperuntukkan untuk para pedagang yang 
bertujuan untuk membeli barang-barang yang kemudian dijual 
kembali. Kredit ini terdiri atas kredit perdagangan luar negri maupun 
dalam negri. 
3. Dilihat dari segi jangka waktu  
a. Kredit jangka pendek  
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun 
atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal 
kerja dan kredit untuk tanaman musiman. Contohnya untuk kredit 
pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.  
b. Kredit jangka menengah  
Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 
tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. 
Sebagai contoh kredit untuk pertanianseperti jeruk atau peternakan 
kambing.  
 
c. Kredit jangka panjang  
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. 
Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 
tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti 
pendirian proyek baru atau ekspansi (perkuasan). 
4. Dilihat dari segi jaminannya 
a. Kredit dengan jaminan  
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan 
tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau 
jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan 
dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu 
jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.  
b. Kredit tanpa jaminan  
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 
tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat 
prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik si calon 
debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.  
E. Prinsip–Prinsip Pemberian Kredit  
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa 
yakin bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Keyakinan 
tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan.  
Dalam melakukan penilaian kriteria–kriteria serta aspek 
penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran–ukuran yang 
ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria 
penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan 
nasabah yang benar–benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan 
prinsip analisis 5C atau juga ada yang menyebut 6C (Teguh Pudjo 
Mulyono 1993 : 11). 
1. Charcacter  
Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk 
diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan 
kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar– benar 
dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. 
Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, 
tanpa didukung oleh watak yang baik tidak akan dapat memberikan 
keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajibannya. 
Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah 
Riwayat hubungan dengan bank  
a. Riwayat peminjam  
b. Reputasi dalam bisnis dan keuangan  
c. Manajemen  
d. Legalitas usaha  
2. Capacity  
Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat 
penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan 
analisis watak adalah untuk mengetahui kemauan atau kesungguhan 
nasabah melunasi hutangnya maka tujuan analisis kemampuan adalah 
untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat 
diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. 
Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan 
finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.  
3. Capital  
Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam 
perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada 
dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil 
usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang 
dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang 
mungkin dialami perusahaan.  
4. Collateral 
Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis 
kredit adalah collateral (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah 
kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan 
kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan 
yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.  
5. Condition  
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, 
sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang 
akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai 
hendaknya benar–benar memiliki prospek yang baik, sehingga 
kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.  
F. Pengertian Kredit Bermasalah  
Kredit bermasalah adalah di mana seorang nasabah tidak mampu 
lagi membayar atau memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya yang 
telah ditentukan dan diperjanjikannya (Mudrajad Kuncoro 2002:462), 
sedangkan menurut ketentuan Bank Indonesia kredit bermasalah 
merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar 
(KL), Diragukan (D), Macet (M). 
G. Kolektibilitas Kredit  
Penetapan kolektibilitas kredit dinilai berdasarkan kemampuan 
membayar. Dengan demikian kolektibilitas kredit diatur sbb :  
1. Lancar (L)  
Kredit dengan tingkat pembayaran tepat waktunya dan tidak ada 
tunggakan  
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)  
Kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga 
sampai dengan 90 hari  
3. Kurang Lancar (KL)  
Kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga 
yang telah melampaui 91 hari s/d 180 hari  
 
 
4. Diragukan (D)  
Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang 
telah melampaui 181 hari s/d 270 hari  
5. Macet ( M )  
Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang 
telah melampaui 271 hari s/d 360 hari. (PD BPR Djoko Tingkir Sragen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
PEMBAHASAN 
A.  GAMBARAN UMUM PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN  
1. SEJARAH BERDIRINYA PD. BPR DJOKO TINGKIR 
      PD. BPR Djoko Tingkir awal berdirinya merupakan sebagai Badan Kredit 
Pasar yang di miliki Pemerintah Kabupaten Sragen. Aset 100% di miliki oleh 
Pemerintah Daerah Sragen. PD. BPR Djoko Tingkir berdiri dan mulai beroperasi 
pada tanggal 30 Desember 1993 dengan dasar pendiriannya : 
a) Surat Keputusan Mentri Keuangan RI No. KEP-22/KM. 17/1993 tentang 
pemberian ijin usaha pendirian PD. BPR DJOKO TINGKIR 
b) PERDA Kabupaten Dati II Sragen No : 7 tahun 1992 tentang pendirian 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Dati II Sragen, telah 
diadakan perubahan dengan PERDA No : 14 tahun 2000 tentang Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir. 
      Awal berdirinya PD. BPR Djoko Tingkir memiliki tiga (3) orang pegawai, 
dengan modal awal sekitar Rp 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah), 
dimana modal BUMD tersebut sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah 
Sragen. Dari tahun ke tahun, perkembangannya relatif lambat dan belum mampu 
memberi kontribusi atau masukan bagi masyarakat umum dan Pemda Sragen 
khususnya secara maksimal. 
 
      PD. BPR Djoko Tingkir di ambil dari nama pendekar yang berasal dari tanah 
jawa yang bernama Djoko Tingkir, dia pendekar yang perkasa dan tangguh dalam 
peperangan melawan musuh-musuhnya, di suatu hari Djoko Tingkir bersama 
rombongannya mengalami kesulitan dalam hal menyebrangi sungai, meski 
dengan sember daya manusia yang amat terbatas dengan semangat dan tekat yang 
kuat dalam mencapai tujuannya, akhirnya Djoko Tingkir beserta rombongannya 
berhasil melewati sungai tersebut. Melihat semangat yang tinggi dari kejadian 
tersebut, maka di pakai lah nama Djoko Tingkir sebagai nama ketika berdirinya 
PD. BPR Djoko Tingkir tersebut. Sampai sekarang ini setiap tahun PD. BPR 
Djoko Tingkir mengalami kemajuan yang semakin pesat.Sesuai keputusan mentri 
dalam negri No. 44 tahun 2000 dalam penyusunan SOT perlu dilakukan seiring 
dengan perkembangan dan volume aktifitas kerja sebuah perusahaan yang ada. 
Jumlah asset di jadikan sebagai tolak ukur penyusunan organisasi dan tata kerja 
sebuah perusahaan : 
a. Asset di atas Rp 15 Milyar : Kategori A 
b. Asset di atas Rp 5-15 Milyar : Kategori B 
c. Asset kurang dari Rp 5 Milyar : Kategori C 
      Susunan Organisasi dan Tata kerja  Tipe C terus berjalan sampai 31 Maret 
2006, dimana asset mencapai Rp 44,621 Milyar dengan susunan organisasi 
sebagai berikut : 
a. Badan Pengawas   : 2 Orang 
b. Direktur    : 1 Orang 
c. SPI     : 1 Orang 
d. Kepala Bagian   : 5 Orang 
      Mengetahui jumlah asset yang semakin terus bertambah, Tipe C tidak sesuai 
lagi di jadikan sebagai susunan organisasi dan tata kerja yang tepat. Perlu adanya 
perubahan dari tipe C menjadi tipe A atau tipe B. dengan komposisi : 
a. Badan Pengawas   : 2 Orang 
b. Direktur Utama   : 1 Orang 
c. Direktur Operasional  : 1 Orang 
d. SPI     : 1 Orang 
e. Kepala Bagian   : 6 Orang 
f. Sub Bagian   : 12 Orang 
2. VISI dan MISI  PD. BPR DJOKO TINGKIR : 
a. VISI : 
MEWUJUDKAN PD. BPR DJOKO TINGKIR SEBAGAI LEMBAGA 
KEUANGAN DAERAH YANG HANDAL DAN MAMPU MENOPANG 
PADS (Pendapatan Asli Daerah Sragen) 
b. MISI : 
1) Meningkatkan Permodalan 
2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia 
3) Meningkatkan Mutu Pelayanan 
4) Meningkatkan Perluasan Jaringan Pelayanan 
5) Memberikan Citra Terbaik 
6) Memberikan Hasil Terbaik 
3. PRODUK- PRODUK YANG DIHASILKAN 
a. Kredit 
      Kredit yang di berikan PD. BPR Djoko Tingkir kepada masyarakat 
terbagi atas dua jenis yaitu Kredit Umum dan Kredit Pegawai. Besarnya 
bunga di tentukan oleh persaingan yang ada serta tingkat pertumbuhan 
perekonomian masyarakat sekitar, 15-18 % bunga kredit umum dan 12-15 % 
bunga kredit pegawai. 
1) Kredit Umum  
      Kredit Umum adalah kredit modal kerja yang di berikan untuk 
membiayai kegiatan usaha atau perputaran modal dalam bentuk 
pemberian barang dagangan dan barang lainnya. 
      Jaminan untuk jenis kredit umum adalah Sertifikat Hak Asasi Tanah, 
BPKB, Ijin kios/dasaran tetap, Surat-surat Berharga 
2) Kredit Pegawai  
Kredit Pegawai adalah kredit yang di berikan oleh bank untuk membiayai 
pembelian barang yang di tujukan tidak untuk usaha melainkan barang 
tersebut untuk di konsumsi langsung secara pribadi. 
Ketentuan- ketentuan : 
a) pinjaman sampai Rp 10.000.000,- tambahan persyaratan yaitu : 
(1) surat kuasa potong gaji yang dapat direkomendasiakan kepala 
Dinas/Instansi/Bagian dari masing-masing Unit kerja 
(2) fotocopy surat keputusan pegawai terakhir 
(3) fotocopy kartu pegawai 
(4) fotocopy TASPEN 
(5) fotocopy KTP suami istri 
b) pinjaman > Rp 10.000.000,- tambahan persyaratan kredit 
(1) SK pegawai terakhir ASLI 
(2) Kartu pegawai asli 
(3) TASPEN asli 
3) Kredit Pensiunan 
a) surat kuasa potong gaji yang dapat direkomendasikan dari kepala 
kantor pembayar pensiun 
b) surat keputusan pensiun ASLI 
c) fotocopy Karip 
d) fotocopy KTP 
Tata Cara Pengajuan Kredit 
1) calon nasabah menandatangani formulir permohonan kredit dan 
perjanjian kredit yang disediakan Bank 
2) menyerahkan fotocopy KTP/Identitas lain rangkap 2 lembar 
3) menyerahkan surat bukti barang jaminan serta fotocopy rangkap 2 lembar 
4) pemohon kredit harus memiliki rekening tabungan dengan saldo terendah 
2 % dari kredit yang akan diterima. 
Macam-macam Kredit dan Sistem Angsuran 
1) Kredit Harian, Angsuran tiap hari 
2) Kredit Pasaran, Sistem angsuran setiap 5 hari sekali 
3) Kredit Bulanan, Angsuran tiap 1 bulan 
4) Kredit Musiman, Sistem angsuran tiap 3 bulan 
Jangka Waktu Kredit 
1) kredit harian, jangka waktu 30 hari 
2) kredit pasaran, jangka waktu 60 hari 
3) kredit bulanan, jangka waktu 12 bulan sampai dengan 72 bulan 
4) kredit musiman, jangka waktu 12 bualn sampai 24 bulan 
Batas Wewenang Pemutusan Kredit 
1) Pemberian kredit sama dengan Rp 5.000.000,- diputuskan oleh kepala 
bagian kredit 
2) Rp 5.000.000,- - Rp 100.000.000,- oleh Direktur Utama 
3) Rp 100.000.000,- diputuskan oleh Direktur Utama dengan persetujuan 
Dewan Pengurus 
Persebaran Kredit 
      Pengaembalian kredit terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga. Setiap 
keterlambatan angsuran selain dikenakan bunga juga dikenakan sanksi membayar 
denda yang besarnya dihitung dari tunggakan angsuran pokok di kalikan suku 
bunga yang berlaku. 
      Batas waktu keterlambatan angsuran dikenakan sanksi membayar denda 
sebagai berikut : 
1) kredit harian sama dengan jangka waktu habis 30 hari sebelum lunas 
2) kredit pasaran, sampai dengan angsuran berikutnya 
3) kredit bulanan, sampai dengan akhir bulan sebelum diangsur 
4) kredit musiman, sampai dengan akhir bulan pada tanggal jatuh tempo 
angsuran 
      Sanksi ( denda ) akan diperhitungkan setiap akhir bulan secara terus-menerus 
sampai dengan tunggakan lunas. 
      Pelunasan kredit lebih awal sebelum jangka waktu habis selain dikenakan 
bunga juga dikenai biaya pinalti yang besarnya sama dengan suku bunga kredir 
per bulan dihasilkan sisa pokok pinjaman, hal tersebut dibekukan untuk 
pelunasan kredit setelah melewati tanggal angsuran pinjaman tunggal angsuran 
pinjaman adalah tunggal sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. 
b. Deposito 
PD. BPR Djoko Tingkir menerima simpanan dalam bentuk Deposito dan 
syarat pembukaan deposito : 
1) photocopy KTP yang masih berlaku 2 lembar 
2) deposan menandatangani permohonan dan aplikasi deposito 
3) sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku di bank yang 
bersangkutan 
 
Ketentuan pengambilan deposito 
a) deposito hanya bisa diambil setelah jatuh tempo 
b) pengambilan hanya dapat dilakukan oleh deposan 
c) apabila deposan meninggal, yang mengambil adalah hak waris atau 
orang yang ditunjuk dengan membawa surat kuasa dari desa dan 
diketahui kecamatan 
d) pengambilan hanya dapat dilakukan pada waktu jam kerja 
e) pengambilan harus menyerahkan Bilyet Deposito kepada Bank 
f) menandatangani slip pengambilan deposito dan bilyet deposito 
g) menyerahkan identitas pengambil atau pemilik yang masih berlaku 
      Deposito yang sudah jatuh tempo tidak dapat diambil secara otomatis 
lagi, diperpanjang dengan jangka waktu sesuai dengan aplikasi Deposito 
pada saat pembukuan dan deberikan bunga yang berlaku pada saat 
perpanjangan. 
Tabel 3.1 
Bunga deposoito yang diberikan kepada nasabah 
Plafon Bunga 
1   bulan 
3   bulan 
6   bulan 
12 bulan 
7     % 
9     % 
9,5  % 
10   % 
Sumber : PD. BPR DJOKO TINGKIR 
 
      Suku bunga deposito disesuaikan dengan situasi ekonomi dan 
ditetapkan tersendiri diluar keputusan ini, yang ditetapkan Direksi. 
 
c. Tabungan 
Syarat-syarat pembukaan rekening tabungan : 
1) nasabah perseorangan membawa KTP/SIM/PASPOR 
2) untuk nasabah lembaga/badan 
(1) KTP 
(2) AD/ART 
(3) NPWP 
(4) SK penunjukan bendahara/penanggung jawab keuangan 
Prosedur Pembukaan dan Penyetoran Tabungan : 
a) calon nasabah datang ke PD. BPR Djoko Tingkir 
b) menyerahkan syarat-syarat yang ditentukan di atas 
c) mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening tabungan 
dan diserahkan kepada petugas bank untuk diteliti dan dimasukkan 
ke komputer 
d) nasabah mengisi slip setoran tabungan 
e) nasabah melakukan pembayaran atau penyetoran ke kasir 
f) kasir menyerahkan bukti/slip yang telah ditandatangani dan 
distempel ke kasir kepada petugas tabungan untuk divalidasi 
g) aplikasi pembukaan rekening tabungan diperikasa kepala bagian 
dana dan dikembalikan ke petugas tabungan untuk disimpan 
h) petugas tabungan menyerahkan buku tabungan kepada nasabah 
Prosedur Panarikan Tabungan : 
a) nasabah mengisi slip penarikan dan menandatanganinya 
b) nasabah menyerahkan buku tabungan dan slip penarikan yang telah 
ditandatangani nasabah kepada petugas tabungan 
c) petugas tabungan melakukan imput data dan validasi slip 
d) petugas tabungan menyerahkan slip dan buku tabungan kepada kasir 
e) kasir melakukan pembayaran dan menyerahkan buku tabungan 
kepada nasabah. 
 
 
 
 
 
4. STRUKTUR ORGANISASI  PD.BPR DJOKO TINGKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 
Gambar Struktur Organisasi PD BPR DJOKO TINGKIR 
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Struktur organisasi di atas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati 
Nomor 061/374/04/Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja PD. 
BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. Untuk lebih memperjelas Struktur 
Organisasi akan di uraikan tugas masing-masing bagian sebagai berikut: 
a. Badan Pengawas ; mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 
direktur. 
b. Direktur ; mempunyai tugas selaku pimpinan dan penanggung jawab 
jalannya PD. BPR Djoko Tingkir. 
c. Satuan Pengawasan Intern(SPI) ; melakukan pengawasan dan pembinaan 
akuntansi dan pembukuan yang benar, mengamankan dan menilai 
pelaksanaan sistem prosedur yang telah ditetapkan, melakukan andil 
dalam rangka pengamanan harta kekayaaan perusahaan, menilai tingkat 
efektivitas dan efisiensi masing-masing tingkat organisasi, mengamankan 
pelaksanaan tata kerja kepatuhan terhadap kepatuhan dan kebijakan yang 
telah ditetapkan oleh manajemen. 
d. Bagian Umum ; memimpin sekretaris bank, mengkoordinir tugas-tugas 
dalam dalam bidang tata usaha dan personalia. 
e. Bagian Dana ; melaksanakan urusan penerimaan dan pengeluaran 
tabungan dan deposito, dan melaksanakan tugas lain yang berhubungan 
dengan penerimaan dan pengeluaran tabungan dan deposito. 
f. Bagian Kredit ; melaksanakan tugas yang berhubungan dengan 
pemberian perkreditan dan mengkoordinir sektor-sektor kredit yang 
berada di dalamnya dan mengikuti perkembangan dari usaha nasabah. 
g. Bagian Kas ; melaksanakan tugas yang berhubungan  dengan kasir dan 
gaji. 
h. Bagian Pembukuan ; melaksanakan tugas yang berhubungan  dengan 
anggaran, pembukuan dan laporan. 
B. PROSEDUR PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA PD. 
BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN : 
H. PROSEDUR PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH  
a. Melakukan Pendekatan Terhadap Kredit Bermasalah  
1) Pendekatan Secara Tertulis  
a) Pemberian Surat Tagih dalam bentuk Laporan Kunjungan 
Nasabah (LKN)  
Laporan Kunjungan Nasabah ini diberikan oleh pihak bank 
kepada debitur yang menunggak selama 90 hari atau 3 bulan dan 
belum melunasi kewajibannya. LKN berfungsi sebagai surat tagih 
sekaligus berita acara penuangan hasil negoisasi dengan debitur.  
b) Pemberian Surat Peringatan  
Apabila setelah diberi Surat Tagih yaitu Laporan Kunjungan 
Nasabah, debitur masih juga belum melunasi kewajibannya, maka 
pihak bank akan memberikan suatu peringatan. Peringatan kepada 
debitur tersebut melalui pemberian surat peringatan yang terdiri 
dari Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan 
III yang masing–masing berlaku selama 1 bulan. Untuk Surat 
Peringatan III disertai dengan Surat Pernyataan untuk menarik 
dan mengamankan jaminan.  
2) Pendekatan Secara Lisan  
Apabila setelah diberi Surat Peringatan III, tetapi debitur belum 
melunasi kewajibannya maka pihak bank melakukan kunjungan 
untuk menilai usaha debitur. Pihak bank melakukan pembinaan 
kepada debitur yang mempunyai kategori prospek baik dan itikad 
baik, prospek tidak baik dan itikad baik, dan prospek tidak baik dan 
itikad tidak baik supaya menjadi kooperatif dan mau segera melunasi 
kewajibannya. 
b.  Melakukan Penetapan Strategi Pengelolaan Kredit Bermasalah  
Setiap rencana tindakan penanganan kredit bermasalah harus 
terdokumentasikan secara tertulis untuk setiap debitur. Identifikasi 
masalah dan analisa strategi diperlukan dalam menentukan langkah 
yang tepat untuk mengetahui apakah kredit akan diselesaikan dengan 
strategi penerusan hubungan (apabila kondisi debitur masih dapat 
diperbaiki) atau strategi pemutusan hubungan (apabila kondisi debitur 
tidak dapat diharapkan lagi) termasuk koordinasi dengan instansi 
terkait. Identifikasi tersebut meliputi :  
 
1) Dokumentasi  
Penguasaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen merupakan 
bagian yang sangat penting dari manajemen risiko kredit. Pejabat 
kredit lini dan administrasi kredit harus melakukan evaluasi dan 
verifikasi terhadap seluruh dokumen kredit untuk mengetahui 
posisi PD. BPR Djoko Tingkir terhadap debitur terutama dari aspek 
hukum.  
2)  Hubungan Dengan Debitur  
Analisis dan evaluasi terhadap riwayat hubungan dengan debitur  
3) Informasi dan Investigasi  
Informasi dan investigasi dimaksudkan untuk mengetahui 
keadaan/kondisi terakhir yang bersangkutan yang diperoleh dari 
pemasok, pelanggan relasi bisnis dan intern perusahaan.  
c. Melakukan Penyelamatan Kredit Bermasalah  
Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan 
penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. 
Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan 
berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena 
musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk 
membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya 
dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. 
(Mudrajad  kuncoro 2002 :475-477). Penyelamatan terhadap kredit 
macet dilakukan dengan cara :  
1) Kredit diperpanjang/penjadwalan kembali (Rescheduling)  
Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka 
waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini sisi debitur 
diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit 
pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 
6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu 
yang lebih lama untuk mengembalikannya 
2) Persyaratan Kembali Kredit (Reconditioning)  
Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai 
persyaratan yang ada seperti :  
a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok  
b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu yaitu hanya 
bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok 
pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.  
c) Penurunan suku bunga  yaitu dimaksudkan agar lebih 
meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun 
sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% 
per tahun.  
d) Pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan 
pertimbangan nasabah  tidak mampu lagi membayar kredit 
tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk 
membayar pokok pinjamannya sampai lunas.  
 
3) Penataan Kembali (Restructuring)  
Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara 
menambah modal  nasabah dengan pertimbangan nasabah memang 
membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang 
masih layak. Tindakan ini meliputi :  
a) Dengan menambah jumlah kredit  
b) Dengan menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai, 
tambahan dari pemilik.  
4) Kombinasi  
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seseorang 
nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara 
Rescheduling dengan Retructuring, misalnya jangka waktu 
diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan 
Rescheduling misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.  
5) Penyitaan Jaminan  
Penyitaan jaminan  merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah 
benar–benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi 
untuk membayar semua hutang–hutangnya.  
d. Melakukan Penyelesaian Kredit Bermasalah  
Penyelesaian  kredit bermasalah dilakukan melalui 2 (dua) cara 
yaitu :cara damai dan melalui saluran hukum.  
 
 
1) Penyelesaian Secara Damai  
Penyelesaian  secara damai dapat dilakukan terhadap debitur yang 
beritika baik untuk menyelesaikan  kreditnya dan cara yang 
ditempuh dalam penyelesaian kredit ini dipandang lebih baik 
dibandingkan dengan  alternatif  penyelesaian lainnya. Penyelesaian 
kredit bermasalah secara damai, berupa tindakan-tindakan yang 
dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu. Kredit Bermasalah 
tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
2) Penyelesaian Melalui Saluran Hukum  
Apabila upaya penyelesaian  secara damai sudah diupayakan secara 
maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak 
menunjukkan  itikad baiknya (on will) dalam menyelesaikan kredit, 
maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui saluran hukum. 
I. EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN DAMPAK PROSEDUR 
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP 
TINGKAT KOLEKTIBILITAS KREDIT. 
a. Efektifitas Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah. 
Prosedur penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PD. 
BPR Djoko Tingkir Sragen secara umum telah memenuhi standar 
operasional. Maksudnya, prosedur tersebut telah tersusun secara 
sistematis, aktual, efektif dan akurat. Dengan metode pendekatan yang 
digunakan mulai dari pendekatan secara tertulis yang berupa surat tagih 
dan surat peringatan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pendekatan 
secara lisan. Tingkat efektifitas prosedur penyelamatan kredit terletak 
pada pendekatan secara lisan, karena bank secara langsung melakukan 
pembinaan kredit kepada debitur sehingga diharapkan adanya itikad 
baik dari nasabah yang tergolong dalam kredit bermasalah untuk bisa 
menciptakan suasana korporatif dan kemauan melunasi kewajiban-
kewajibannya. 
b. Efisiensi Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah. 
Tujuan PD. BPR Djoko Tingkir Sragen  melakukan penyelamatan 
kredit bermasalah adalah untuk menghindari biaya operasional yang 
tinggi dalam proses penyelamatan tersebut. Oleh sebab itu, BPR 
tersebut melakukan berbagai cara yang efisien agar terhindar dari 
kerugian akibat terjadinya kredit macet. Cara penyelamatan kredit 
tersebut antara lain : kredit diperpanjang (rescheduling), persyaratan 
kredit kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), 
kombinasi dan penyitaan jaminan. Di antara cara-cara tersebut, terdapat 
cara penyelamatan kredit bermasalah yang paling efisien adalah dengan 
cara kombinasi.  
c. Dampak Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat 
Kolektibilitas Kredit. 
Keberhasilan pelaksanaan prosedur penyelamatan kredit bermasalah 
secara efektif dan efisien akan berdampak pada peningkatan tingkat 
kolektibilitas kredit. Semua itu dapat tercermin dari tabel 
perkembangan Neraca PD. BPR Djoko Tingkir Sragen dari periode 
sampai periode tertentu berikut ini: 
 
 
 
 Tabel 3.2 
Perkembangan Neraca PD. BPR Djoko Tingkir Sragen 
Periode 2004 – 2008 
(Dalam Ribuan Rupiah)  
 
Periode (tahun) 
No 
Aspek 
Penilaian 2004 2005 2006 2007 2008 
TOTAL 
1 
Deposito 
Asset 
15.126.700 18.471.200 19.142.200 19.814.083 25.332.200 97.886.383 
2 Tabungan 11.274.789 13.279.150 16.451.748 25.298.200 24.289.420 90.593.307 
3 
Pinjaman 
Bank 
8.724.975 7.526.253 7.854.326 4.534.157 5.352.492 33.992.203 
4 
Pinjaman 
Non Bank 
8.324.901 1.666.666 4.500.000 5.166.667 2.583.333 22.241.567 
5 
Omset 
Kredit 
44.774.467 43.690.579 43.706.838 51.428.443 59.435.001 243.035.328 
6 Pendapatan 7.454.805 10.125.078 9.240.546 10.161.400 11.150.509 48.132.338 
7 Biaya 6.348.430 8.616.689 7.546.350 9.321.564 9.130.533 40.963.566 
8 Laba/Rugi 1.106.375 1.508.389 1.694.196 1.839.836 2.019.975 8.168.771 
9 Pajak 314.412 435.017 490.759 534.451 619.036 2.393.675 
10 
L/R setelah 
pajak 
791.963 1.073.372 1.203.437 1.305.385 1.400.939 5.775.096 
11 
Bagian Kas 
Daerah 
316.785 429.349 481.375 522.154 560.376 2.310.039 
  TOTAL 104.560.606 106.821.742 112.311.775 129.926.340 141.873.814 595.494.277 
 
Sumber : PD. BPR Djoko Tingkir Sragen 
Proporsi Perkembangan Pendapatan dan Biaya Operasional PD. BPR Djoko 
Tingkir Sragen : 
Tabel 3.3 
Proporsi Pendapatan PD. BPR Djoko Tingkir Sragen 
Periode 2004 – 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 Berdasarkan tabel diatas dapat saya simpulkan bahwa, setiap tahunnya PD. 
BPR Djoko Tingkir Sragen mengalami kenaikan pendapatan yang relatif stabil 
antara tahun 2004-2008. 
  Tabel 3.4 
Proporsi Biaya Operasional PD. BPR Djoko Tingkir Sragen 
Periode 2004 – 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terlihat dalam tabel diatas, biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank 
dari tahun ke tahun antara tahun 2004-2008 relatif stabil. Hal itu tidak jauh beda 
No Tahun Besarnya 
1 2004 0 
2 2005 0,36% 
3 2006 -0,10% 
4 2007 0.1 % 
5 2008 0.1 % 
No Tahun Brsarnya 
1 2004 0,00% 
2 2005 0,35% 
3 2006 -0,12% 
4 2007 0,23% 
5 2008 -0,02% 
dengan perkembangan pendapatan yang diperoleh PD. BPR Djoko Tingkir, sama-
sama stabil perkembangannya. 
 
Tabel 3.5 
Perkembangan NPL PD. BPR Djoko Tingkir 
Periode 2004-2008 
 
No Tahun Besarnya 
NPL 
Selisih 
NPL 
1 2004 4,35% 0 
2 2005 5,85% 0,34 
% 
3 2006 8,09% 0,38 
% 
4 2007 8,51% 0,05 
% 
5 2008 8,30% -0,02 
% 
 
 Dalam perkembangan NPL pada PD. BPR Djoko Tingkir Sragen terlihat 
pada tabel diatas. Suatu bank bisa dikatakan baik apabila proporsi NPLnya pada 
tingkatan yang tergolong rendah. NPL pada PD. BPR Djoko Tingkir tersebut 
tergolong baik karena proporsi perkembangannya relatif stabil. Semakin rendah 
tingkat NPLnya semakin baik perkembangan bank tersebut dan apabila semakin 
tinggi NPLnya maka bank bisa dikatakan dalam kondisi kurang sehat. 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
PD. BPR Djoko Tingkir merupakan salah satu lembaga keuangan bank 
yang terletak di Kabupaten Sragen Prov. Jawa Tengah dan merupakan 
Perusahaan Milik Daerah. BPR tersebut mempunyai visi menjadi lembaga 
keuangan daerah yang handal dan mampu menopang pendapatan asli 
daerah sragen (PADS) dan misi meningkatkan permodalan, SDM, mutu 
pelayanan, perluasan jaringan pelayanan, memberikan citra terbaik dan 
memberikan hasil yang terbaik bagi Kabupaten Sragen. PD. BPR Djoko 
Tingkir memiliki produk-produk diantaranya kredit, tabungan dan 
deposito. Sesuai rumusan masalah yang saya ambil yaitu “prosedur 
penyelamatan kredit bermasalah pada PD. BPR Djoko Tingkir Sragen” hal 
ini saya ambil karena dalam produk kredit yang dimiliki BPR tersebut 
mengalami kemacetan, dengan demikian pihak bank melakukan 
penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan cara sebagai beriktu : 
1. Melakukan pendekatan penanganan kredit bermasalah secara 
tertulis dan secara lisan. Secara tertulis yaitu memberikan surat 
tagih kepada nasabah dalam bentuk laporan kunjungan nasabah 
(LKN) dan pemberian surat peringatan apabila surat tagih, nasabah 
belum juga melunasi kewajibannya. Sedangkan pendekatan secara 
lisan, nasabah diberi pembinaan supaya menjadi kooperatif dan 
mau melunasi kewajibannya. Pendekatan secara lisan merupakan 
tindakan penanganan kredit yang paling efektif meski biayanya 
lebih tinggi yang dilakukan pihak bank. 
2. Melakukan penetapan strategi penanganan kredir bermasalah 
dengan cara memeriksa kelengkapan-kelengkapan dan keabsahan 
dokumen, hubungan dengan debitur, serta informasi dan 
investigasi. 
3. Melakukan penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan 
melakukan rencana tindak lanjut dengan melakukan 3R yaitu 
rescedulling, reconditioning, restructuring, kombinasi dan barang 
jaminan yang dijual. 
4. Melakukan penyelesaian kredit bermasalah yaitu secara damai dan 
melalui saluran hukum. Secara damai yaitu berupa tindakan-
tindakan yang dijalankan agar dalam waktu tertentu kredit yang 
mengalami kemacetan dapat segera diselesaikan seluruhnya atau 
sebagian sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan secara hukum 
apabila penyelesaian secara damai tidak bisa diupayakan secara 
maksimal, maka jalan terakhir adalah melalui saluran hukum. 
Berdasarkan prosedur penyelamatan kredit yang dilakukan oleh PD. 
BPR Djoko Tingkir Sragen maka keempat prosedur tersebut dilakukan dan 
dijalankan dengan baik. Hal itu tercermin dari kinerja PD. BPR Djoko 
Tingkir Sragen yang menunjukkan semakin baik dari tahun ketahun, 
dengan indikator peningkatan omset kredit, laba pendapatan dan 
rendahnya biaya operasional serta NPL Bank yang stabil. Seperti yang 
dijelaskan dalam Tabel 3.2 (kinerja PD. BPR Djoko Tingkir Sragen). 
B. Saran 
Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu : 
1. Dalam penanganan kredit bermasalah yang dilakukan pihak bank, 
pihak bank sebaiknya menggunakan bahasa komunikasi yang baik 
karena pihak bank langsung ketemu nasabah dan setiap perkataan 
dan tingkah laku, nasabah sangat merasakan. 
2. Sebelum mencairkan kredit kepada nasabah, sebaiknya bagian 
kredit memeriksa kembali dokumen-dokumen kredit dan 
keabsahannya supaya dikemudian hari apabila terjadi kemacetan 
yang dilakukan nasabah, pihak bank bisa segera mengatasinya. 
3. Apabila terjadi kemacetan kredit oleh nasabah, sebaiknya pihak 
bank melakukan penyelamatan sebaik mungkin dan berusaha untuk 
menyelamatkan kredit nasabah untuk bisa kembali lancar dan 
nasabah mampu melunasi kewajiaban-kewajiabannya kembali. 
4. Penyelesaian kredit bermasalah sebaiknya diselesaiakan secara 
damai, hal ini untuk menjaga nama baik bank maupun nasabah. 
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